Menimbang

BUPATi FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK,

4. bahwa uniuk melaksanakan amanat Pasal 311 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemernnlahan
Dacrah, dan sesual dengan kehbijakan Umum APBLD, serta
Prioritas  Plalon  Anggaran, maka disusun Anggaran
Pendapatan dan Uelanja Daerah Kabupaten Faklak Tahun
Anggaran 2016,

b, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Dasrah dimaksud
dalam huruf 4 i alas, merupakan Beneana Eerja Tahunan
Pemermtah Dacrah untuk melaksanakan hak dan kewajiban
secara elektif, ¢hisien, transparan dan bertanggungjawab
dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pelavanan kemasyarakaatan;

¢. bahwa dengan memperhatikan ketenluan Pasal 312 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka Bupati
Fakfak dan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten
Fakfak relah membahas dan menyetiyjui APBD sebagaimana
dimaksud dalam huraf a, sesuat Keputusan DPRD
Kabupatenn Fakfak Nomor 12/DPRD-FF/20135 tanggal, 5
Desember 2015 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan
Peraturan Dacrah Kabupaten Fakfak tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Fakfak Tahun
Anggaran 2016;



Mengingat

d bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 315 Undang-Undang

i

Nomor 223 Tahun 2014, Gubernur Papua Darat telah
melaksanakan cvaluasi Raperda dimaksud dalam huruf ¢
dan telah menerbitkan Keputusan Nomor G03/255/12/2015
Tahun 2015 lentang lvaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupalen Fakfak tentang APBD Tahun Anggaran 2016 dan
Rancangan Peraturan Bupall Fakfale tentang Penjabaran
APBD Tahun Anggaran 2016;

hahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam  hurul d, perlu menetapkan DPerariran Daerah
Kabupaten Fakiak tenrang Anggaran Pendapatan  dan

Belanja Daeran Kabupaten Fakiak Tahun Anggara 2016;

Undang Undang Nomoer 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-
kabupaten Olonant di Provinsi Irian Barat (Lermbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambanhan
Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 2907);
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus agl Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Penetapan
Peraturan Uemerntah Pengganti Undang-Undang Nomor |
Tahun 2008 teniang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus DBagi
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4884},

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286).

Undang-Undang Nomor 1  Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lemnbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Perneriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nemor 104, Tamoahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421},
Undang-Undang Neomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan  Keuangan Antara Pemerintah Pusal dan
Pemerintalhian Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republilk ndonesia Nomor 4438);

Undang-Undang  Nomor 14 Tahun 2008  tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabhun 2008 Nomor 61, T&mb&]’ian Lembaran
Negara Republile Indonesia Nomer 4846);

Undang-Undang Nomoer 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribust Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tabhun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahar Lembararn Negara Republik Indonesia Nomeor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Nacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diabah
kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S679);
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Administrasi DPomerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, lambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S601);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tenlang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Nacrah (Lembaran Negarn Republik Indonesia
Tahun 2001 Negmor 41, Tambaban Lembaran Negara
Republik Indonesin Nomor 4090);

Veraturan Pemenntah Nomor 24 TPahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD (Lembaran Neeara Bepublik [ndonesia Tahun 2004
Nomor 90U, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418)
sebagaimang lelah diubah beberapa kali, lerakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Keliun Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tenwang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tanun 2007 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4712},

. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 457 5);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) scbagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistern Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3135);
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Peraturan Pemernintah Nomer 38 Tahun 2002 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 4578),

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusiunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4585,

. Peraturan  Pemerintah Nomor 8 ‘lahun 2006 tentang

Pelaporan  Kousngan dan Kinerja  Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4i14);

Peraturun Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Perubahan Namg Provinsi Irian Jaya Baral Menjadi Provinsi
Papua Baral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanun
2007 Nomor 56, Tumbahan lLemboran Negara Republik

idonesia Nomor 47 18],

Peraturan Pemerintzh Nemor 71 Tabun 2010 tentang

Srandar Akuntansi  Pemerintahan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Noemor 5168);
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Duerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomor 5219},

Peraturan Pemerintali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

_ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5533);
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Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun
2010  lentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden
Republik Indonesia  Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI

Tabhun 2015 Nomor 5):

Peraturan Prersiden. R Nomor 84 ‘'ahun 2012 lenlang

Pengadaan Darang/Jasa Pemerintah  Dalam  Rangka
Percupatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Baral
(Lembaran Negarn Tahun 2012 Nomor 198);

Peraturun Mentert [Dalam Negeri Nomeor 13 Tahun 2006
Tentang  Pedoinan Pengelolaan Keuangan Daerah
sehagammuna wlih diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peratiran Meniest Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001
tentang Perububan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 370);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
lentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 450
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Darn Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah (Berity Negara Rl Tahun 2012 Nomor 540);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015
lentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 803}



30.

< B

32

Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 9 Tahun 2012
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupalen
Fakfak Tahun 2012 Nomor 09);

Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 10 Tahun 2012
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPIMID) Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten
Fakfak Tahun 2012 Nomor 10);

Peraturan Dacruh Kabupaten Faklak Nomor 5 Tahun 2013
tentang Pokok-pokok  Pengelolaun Keuangan Daerah
(Lembaran Daeruh Kabupaten Fakfak Tahun 2013 Nomor
05, Tambahiy Lembaran Daerah Kabupaten Fakiak Neomor
10y,

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FAKFAK

dan

BUPATI FAKFAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggéﬂ'an Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai

berikut :
1. Pendapatan Da

2. Belanmja Daerah

Surplus /

erah Rp.  1.383:814.167.228,20
Rp. 1.414.740.171.415,67

(Drefisit) Rp. (30.826,004.187,47)

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimast

b. Pengeluaran

Rp. 43.829.2929,187.47
Rp. 13.003.225.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 30.826.004.187,47

Sisa lebih

Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00



Pasal 2

(1] Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari ¢
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 97,943,044 .9638 84
b, Dana Perimbangan scjumlah Hp. 1.030.687.073.580,36
¢. Lain-lain Pendapatan Daerah vang Sah

Sejumlah Rp: 255:283.998.679,00

(2) Pendapatan Asli Dacrah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
rerdiri dari jenis pendapaian
2. Pajak Dacrah sejumlah Rp.  4.875.000.000,00
b, Retribusi Daerah sejumliah Rp, 3.813.905.301,00
&, Hasil Pengelolaan Kekayvaan Qaerah vang
dipisahkan scjumlah Rp, 6,400 550.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Dacrah yang Sah

stjurmlah Ep, 82 .853.639.667 .84

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri
dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi [lasi] Pajalk/Bag [lasil Bukan

Pajak Rp, 75.299.767,574.499
b, Dana Alokasi Umum Rp, 671.139.627.000,00
¢, Nana Alokas) Khusus Rp. 284 .247.679.000,37

(4) lLain-lain pendapatan daerah vang sah sebapgaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf ¢, terdiri dari jenis pendapatan :

i, Iibah Rp. 1,250.000.000,00

b, Daria Darurat Rp. 0,00

¢! [Dana Bagi Haslil Pajak dari Provinsi Rp 37.000.383.679,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 217.033.615.000,00
Pasal 3

(1) Belanja Dacrah sebagaimana cdimaksud dalam PPasal |, terdinl dar:
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Ep. 633.013.251.789,22
h. Belanja Langsung sejumlah Ep. 781.726.919.626,45

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1] hurul a,
terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 404.571.496.354,10
b. Belanja Bunga scjiumlah Rp. 0,00



(2]

(3)

c. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 0,00

d. DBelanja Hibah sejumlah Ep 37.388.511.344,00
¢. Lelanjz Bantuan Sosial sejumtiah Rp. 16.573.738.442,06
. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. (3,00
g Belanja Bantuan Keuangan scjumlah Ep. 171.978.505.649,06
n. Belanja lidak Terdugs sejumlah Rp.  2.500.000.000,00

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) huruf b, terdiri
dari jenis belanja :

a. Delanja Pegawal sejumlah Rp. 73.297.727.691,00

b. Belanja Barang dan Jusa sejumlah Rp. 284 308.250.606,%0

¢, Belanja Modal sejumlah Kp. 422.120:44]1,328.55
Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal |, terdiri dari -
. Penerimaan sejumlah Rp., 43.829.229.187,47
b. Pengeluaran secjumlah Ep: 13.003,225,000,00

Penerimaan sebagaimana dunaksud pada ayat (1) hurul a, terdirl dari jenis
pembnayaan :

a, Stsa Lebih  Perhitungan  Anggaran (SiLIPA)  Tahun  Anggaran

sehelumnya  sejumlah Rp. 43.829.229, 18747
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Kp. (0,00
¢, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah sejumlah Rp. (0,00
d. Peénerimaan Pinjaman Dacrah sejumlah Rp. 0,00
¢. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

‘sejumlah Rp. 0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 0.00

Pengeluaran sebagaimana dimmaksud pada ayat (1) huruf b, terdini dari
jenis pembiayaan :
a, Pembentukan Dana Cadangan sejumlah R, 0,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah

Daerah sejumlah Rp.  3.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 10.003.225.000.00
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp: 0,00



Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran vang

merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri

tdart

1. Lampiran |

2. Lampiran Il

=

lampiran 11l

4. Lamparan BV

5. Lampiran V

6. Lampiran VI

=

Lampiran VII

&. Lampiran VIl

W

Lampiran [X

10, Larhpiran X

1 1. Lampiran Xl

12, Lamplran Xl

il
'

Fingkasan APPBLD,

Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah

dan Organisa SKPID;

Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Orgunisas: SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiavaan;

Rekapitulas: APBLD  menurat  Urasarns Pemenintahan

Davral, Organisast SKPD, Program dan Keglalan;

Rekapitulasi Uelanja Dagrah  uniuk  Kkeselarasan dan
kelerpaduan Urusan Pemenntahan Dacrah dan Pungsi

dalam Kerangha Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar Jumiah Pegawai Per Gelongan dan Per Jabatan;
Daltar Piutang Daerah;

Dalrar Penyertaan Modal (Investasi),

Daftar PerKiraan Penambahan dan Pengurangan Asct
Tetap Daerah dan Asel Lain-lain;

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya
vang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam

tahun anggaran ini;
Daltar Dana Cadangan Dacrah;

Dafrar Pinjaman Dacrah.

Pasal 6

Bupati Fakfak menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Dacrab scbagal landasan operasional pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja NDaerah.
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(2)

(=)

(4)

(6)

Fasal 7

Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat, termasik
belunja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Kabupaten Fakfak dapat
melakukan  pengeluaran  yang  belum  tersedia  anggarannye,  yang
sclanjutnya dimasukan dalom perubahan APBD, dan/fatn disampaikan

dalam laporan realisas) angearan.

Keadaan darural sebuagaimanyg  dimaksud pada ayal (1) sekurang-

Kurangnya memenuni kriteria sebagal berikut

i, bukan merupakan kegiatan normal dar aktivitas pemerintah dasrah
dan tidak dapat diprediksikan sechelumnys;

b didak diharapkan terjadi secara berulang;

¢, burada di luar kendal dan pengaruh pemenntab daerah; dan

d memiliki dampak vang signifikan terhadap anggaran dalam rangka

pemulihan yang dischabkan oleh keadaan darurat,

Pendanaan keadaan darurat yang  belum tersedia anggarannya
sebagaimana dimaksud pada aval (2) dapat menggunakan belanja tidak

tercduga,

Dalam hal belanga tidak rerduga tidak menecukup dapar dilakukan dengan

CETR:

a. menggunakan dana dart hasil penjadwalan ulang capaian targel kinerja
program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan;
dan/atau

b. memanfaatkan uang kas yvang tersedia,

1

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk belanja untuk
keperluan mendesak yang kritenianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah
tentang APYBD.

Kriteria belanja untuk Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) mencakup:

a. program dan Kkegiatan pelayvanan dasar masyarakal yang anggarannya
belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

b, Keperluan mendesak lainnya yvang apabila ditunda akan menimbulkan

kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

11



Pasal 8
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Agar settap orang mengetahainva, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2015 NOMOR 7

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERALI KABUPATEN FAKFAK
FROVINSI PAPUA BARAT : 7 TAHUN 2015



Tembusan Peraturan Daerah ini disampatkan Kepada Yth. :

1, Menter: Keuangan Rl di Jakurta,

2. Menter Dalam Negeri Rl di jakarta;

3. Gubernur Papua Baral di Manokwari:

<, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Fakfak
di Faklak:

2. Kepala Biro Hukunm Setda Provinsi Papua Barat di Manakwari:

6. Ketua DPRD Kabupalen Fakiak di Fakfak;

7. Anggota FORKOPIMDA Kabupaten Fakfak di Fakfak;

8. Para Kepala SKPD Kabupaten Fakiak di Falkfak.
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